BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori
2.1.1 Pengertian Efektivitas
Kata Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian
dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.'
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau

sesuatu yang dilakukan berhasi an baik. Kamus ilmiah populer

mendefinisikan efekti aan, hasil guna atau

jukkan pada

menunjangftujuan. Efektivita sering atau
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iveness) di
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yang bermula dari visi yang

bersifatabstrak itu dapat didedukasi Sampai menjadi konkrit, yaitu sasaran
(strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung
pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah
suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin

banyak rencana yanga dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga

! Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal.284
? Literatur.blogspot.com Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas dikutip
dari Siaan ,2001, Hal 24.



kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat
dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai.

2.1.2 Pengertian Implementasi
Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal

dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

tertentu. Kamus Webster, merum secara_pendek bahwa fo implement

(mengimplementasikan) berarti {0 provide the mea or carringout (menyediakan
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2.1.3 Hak Anak
1. Pengertian Anak
Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah

dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber
daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir
sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap
orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa

didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan

* https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%2011Lpdf (diakses pada Selasa, 17
Januari 2023 pukul 20.00 WIB )



10

meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah
aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan
negara.® Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah
keturunan kedua. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak dikatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Menurut ketentuan
hukum, ada perbedaan dalam tolak ukur umur yang disebutkan yaitu :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Pasal 330 ayat 1 :

beleum dewasa dengan telah
dewasa yaitu umur

itu sudah ka

1Bk uriveERSiTAs|
Indat ng .Nomor 16 Tahun 2019tentang Perk

atakan bai “anak ya ar 18
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bawa a kedum_nﬁa_ G cabut
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belumgme al ml%:ﬂhn‘lﬁgm peri awin, yang tidak

bera awah'kekatasaan orang tua, beradadib ke n wali.
Konvensi Hak Anak . !n‘lA '61! ];zy ghts of Child) yang disetujui
oleh Majelis Umum PBB tanggal“20pNe ber 1984 dan disahkan keputusan

ahan ada

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara
umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun,
namun diberikan juga pengakuan terhadap batas umur yang berbeda mungkin
diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak tidak dikenal
istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti

“semua manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

* http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_IL.pdf (diakses pada Rabu, 18 Januari
2023 Pukul 13.00 WIB)

* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

® Pasal 1 Konvensi Hak Anak
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 34 yang berbunyi :
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung
makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus
dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan
kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap
pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945, lalu Irma Setyowati
Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut, “ ketentuan Undang-Undang Dasar
1945, ditegaskan pengaturannya dengan di keluarkannya Undang-Undang No.4

tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti maknanya anak yaitu seorang

yang harus memperoleh hak-hak yang dian
—

pertumbuhan dan perkema w.u\ -‘,’r xsecara lahiriah,jasmaniah,

ak-hak tersebut dapat menjamin

maupun gosial. Anak juga an untuk pembangkan

idup 0514 Atﬁ.: uynr.l ataShpe araan dan

sa dalam kandungan maupun ses

n Un@g@d@ No tang

dan@l (@r @ "J@ln
@W

- k ana ASd
Peruba dungan
anak adalah bagiangc 111ndung1 dan

dipenuhi o tua, keluarga, masyarakat = ; intah, dan
pemerintah’daerah. Anaktermasiik |daldm| golongan masyarakat yang rentan.’
Oleh karena itu, anak berhak“imemperoleh petlakuan dan perlindungan lebih

berkenaan dengan kekhususan tersebut“Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5
ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam ketentuan Hukum Perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan
mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalahh

pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang

7 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
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dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.®

Dari Penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa hak anak adalah bagian
integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk
melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (fo respect).
Dalam hal ini negara diharapkan memliki peran aktif untuk pemenuhan hak anak,
karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak
merupakan satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan

keluarganya untuk melindungism k, memelihara. Pemenuhan hak anak

sanagatlah penting, ‘karena hal_tersebut “dapal mpengaruhl proses tumbuh

kembang far Ketika masa pertumbuha erkembangan

’ simal, maka pada-saatcia 4 &@a\ “\

Bab Undang- Undang Nome % )79 tentang
kesejahteraan Anak, eQMALtallIM ak anak atas kesejahteraan,

yaitu:

berjalan

dengan epribadian

W:\ ma@@

ut
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a) Undang U g Nomor

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2) Hak atas pelayanan.

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

6) Hak untuk memperoleh asuhan.

7) Hak untuk memperoleh bantuan.

8

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Anak yang ada dalam
kandungan secorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak
menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”
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8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III
bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
1) Hak atas perlindungan

2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf
kehidupannya.

Hak atas suatu na O\

AT "“: anegaraan

Bagi anak yan k ntal hak :

Me ch peta ﬂ per en an, pelati an bantuan
lusus,

menjami ehidupann : abat

u51aa

151L lQldupa

dibesarkan, dipelihara, di
ODUALITY

7) Hak untuk mendap

ahkan dan

dibimbing.
0 peslindungan hukum.

8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999
tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, yakni sebagai berikut :
1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman
seumur hidup

2)  Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi
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sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang
dewasa, kecuali demi kepentingannya.

3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku

4)  Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan
Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang yang tertutup untuk umum

¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam Undang-Undang Perlindufiganganak ini, hak-hak anak diaturdalam

=
Hak untuk dapat hidup,sumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
TN IV ERSITAD FRCO RN ™ ot

perlindungan dari kekerasan d 4).

an KHA, i- hidup bagi ana Jala acana

Ven51 %?1 pa kK asasi yang
1 dikena AINA ‘“.ia ight).

dalam hak

Pasal 4 — Pasal 18, yéitu melputl .

an hak nt betekspresi, dan

atan, pen

ormasi. Turunan ha S ana h kembang
ini di wujud U(!&”ﬁ l?enyel garaan perlindungan dalam
bidang pendidikan, keséhatafi'dan sosial termasuk agama.

2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh
pendidikan  luar  biasa, sedangkan bagi anak yang

memilikikeunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
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7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
(Pasal 9 ayat 2).

8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial (Pasal 12).

9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi penge dirinya sesuai dengan nilai-nilai

kesusilaan dan Kepatt 0). ‘; -
ak untuk be atkan waktu duang, bergaul

ang \f Q- seb ﬁ)s bermaln, bere si, dan | berkreasi

’ gngan mlnat bakat, dan tlng
an diri (Pasg) /
1 ana g berada ngas berhak

i

indun kuan

d) kekejaman M‘ptn& lyaan;
e) ketidakadilan; da
f) perlakuan salah lainnya.

12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c¢) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
e) pelibatan dalam peperangan.

13) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.



16

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;
b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
¢) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan
anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum.
15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual

atau yang berhadapainge 1m berhak dirahasiakan.

16) Setlap anak ya "'J-he‘ natan pe aku tindak pidana berhak

endapatkan t an lainnya.

ya TD ﬁll \?Elﬁlga} T}ng ‘ erjadi \ma pemerintah
perubahan pada Undang- Undan 3 )02
omor 35 bah

dan mena oim:zal
Tahu ‘.T o q\ ba denge
1) Pad 0. h@a@rb@d@et' p

2 S be untuk
beribadak i) agamanya,%enpﬂar, Ean berekspr Suai dengan

ting erdasan damyusianya dalam bimbi Orang TH u Wali”.

deng cluarkannya dang-Unda

adalah :

2) Pada pasal 9 ayat 1 ¢ bah dengan a (a) yang berbunyi “Setiap

Anak berhak mendapatka dungan di satuan pendidikan dari
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

3) Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang
menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.

4) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi :

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Anak
tetap berhak:

a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

dengan kedua Orang Tuanya;
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b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua
Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;

¢) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
dan

d) Memperoleh Hak Anak lainnya.

5) Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah
dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Secara garis besar dikategorikan menjadi empat

pelayanan
J1diKan

layak

Ny
=

angsungan hidup yang mencakup dan memper

kategori yaitu sebagai berikut;
R P ONTORREPRAS||
b Kembang anak yang mencakup
al dan hak'inikmati sta \
mbul o fisik=m ,“Spritual,/ mora
(e)exe]

L111d
c. ' dung y@ Qneng p ng s iminasi
penyaldhg 1 dan Man ane anpa keluarga

dan nga gihanak anak pengungsi 10N T1g
d. HaK partisipasi yan Qe!'r;lﬁ l'h!lzlil anak untuk menyampaikan

pendapat/pandangannya dalamiysens al yang menyangkut nasib anak itu

a.

dan sosial

(participation rights).

4. Dasar Hukum Hak Anak
Peraturan yang menjadi dasar hak anak adalah :

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

b) Konvensi Hak Anak

Perundang-undangan lain yang terkait :
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a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

¢) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.

2.1.4 Pasca Perceraian
1. Pengertian Perceraian

Pengertian tentang perceraian menurut arti kata di dalam Kamus Umum

Bahasa Indonesia WJS.Poerwodarminto, bahwa perceraian berasal dari kata cerai

yang artinya pisah, ang berarti berpisah,

TNy

tidak berc  Menurut isti perceraian

pur/berhubunga
merupa tanuntu at ikaham. Jika suat tangga
meggala i o AN INERSHTAS g AN, ...
. A ebih lagi jikaei dalam o 28 tesbehuf telah
' -analwrgn‘a_s_i_l.l keci ¢ / ya tidak
jarangyterjad 3 dak t@o@ﬂ@menj Korbg chidupad dan

pendidik

Menu nd O» Perceraian adalah
vt N

X 4
ikatan perkawinan. Perceraian

keadaan p i terputusnya

keluarga karana salah sa aﬂl%{_]lélé¥ memutuskan untuk slaing

meninggalkan atau kedua Dbefpisah sehinggd mercka berhenti melakukan

kewajibannya sebagi suami istri.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian
itu antara lain :
a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian
berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan

tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada
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kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan.
Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu
perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan

dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

2. Alasan Perceraian
Salah satu asas hukum perkawinan adalah pencegahan perceraian. Namun,

kasus perceraian tidak bisa dihindari bagi pasangan yang sudah menikah, baik

ang.sudah lama menikah. Berdasarkan Pasal 39

S

or 16 entang Perkawinan dan Pasal 19

yang baru menikah dan maupun
ayat 2 Undang-Undang No

;g: Pelaksanaa erkawinan,

Peraturan 1erintah Nomo

perceraian dz jadi ka berikut ;

UNIVERSITAS

berbuat zina atau menjadi pemab

yang sukar buhkan.
2) Se ha 1inggalkan k-lain se
lain f _ta

Qsan ] en lain
0000, b
end&p?i@inm iy atau hukuman

yang at Setelah perkawman berlangsung
4) Salah satu pihak m lmlnjﬂllqll;l;y

membahayakan pihak lain®

3)

penganiayaan ‘berat yang

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif
Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir dari penyelesaian

problematika keluarga di Indonesia. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum
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Islam. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan
bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang
suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kewajiban
suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan

kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut

bersifat mutlak atau wajib di -masing pihak, akan tetapi kadar

‘kemampuan masing-masing
=

pemenuhan terhadaﬁ kewayt

pihak.

UNIVERSITAS!
a Indones:"

jf akibat«bdgi yang
& //‘J’ ndang-

Besar B

setelah

setelah, adi Pase Feeraian

perceraians,Pasca perceéra tid&g_nQLQ&m
bersang (@ I@e@n@a
O:%MI:MJ ya

a. Bailk au ‘bapakatetap berkewajiban memeli didik anak-
anaknya, semata-mé melu’aall;a[r ingan anak,bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaangfanak-anak, pengadilan memberi

Undang Nomo 1

keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi beklas istri.
Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap

suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, sebaliknya tidak
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berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Dalam
pasal 41 tersebut diberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk
melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak

mereka pasca perceraian.

2.1.5 Kewajiban Orang Tua
1. Pengertian Orang Tua
Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkwinan dan siap

sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang

dilahirkannya. Orang tua adalah dua_individu yang berbeda memauski hidup

bersama dengan m ari-hari. Orang tua

2,

merupakand ‘penanggung j ‘pendidikan k-anaknya.

Dimanag k tessebut d 1. embaga f informal
o lat®? 0 LY BRI A% [N -
! Seorang anak-sangatlah mé hkan bimbingan dari

orang fu bisa menjalani_kehidup al ini

terutdaima_ bag yanQe@ J@ aka e angl akan

membi clak, b@n‘@n@per
sentral pendidil / ba raﬁwr@é\y

kepribadi a juga berpenga?uh dalam menc

remaja pu a. UUALITY

angka 4

& menjadi
adikan karekter dan
\

a terutama

Orang tua menurut Pasa dang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20002 Tentang
Perlindungan Anak, “Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat”. Orang tua merupakan pemimpin rumah tangga
atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik dan buruknya kehidupan
keluarga itu dimasa yang akan datang.

2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian
Pasca perceraian hal yang paling rentan terjadi adalah masalah anak

karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul dengan kedua orang

tuanya dan hal tersebut akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah



22

satu dari orang tua tidak memenuhi kewajibannya. Dimana kewajiban seorang ibu
adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada
anak agar anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, dan beriman kepada
Tuhan. Dan tugas ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan
standar kehidupan yang layak (kebutuhan makanan, pakaian, dan biaya
pendidikan sampai anak mampu mencari nafkah).

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anak. Berikut

kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu :

melindungi anak-anaknya.

pada anak.

‘ bu ee} angkan janak sesuai denga niampuan, bakat,
gmaﬁﬁﬁdlda

yang ¢ K al sa elaink ] wf seperti
pendidikan dan again ﬁ # ] model bagi
anak-anaknyadB pa tanggung Jaw%b ng tua terhadap :

1) Pen

vada hal-hal

an Perta a nak-Kana

Di dalam keluarga, anak mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari

dan dimengerti oleh setiap o a bahwa anak dilahirkan di dalam
lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari
ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman
pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi
anak, suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan sebab dari
sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2) Menjamin Kehidupan Emosial Anak
Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang

sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya,

karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih



23

sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini
dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan
hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni,
kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam
membentuk pribadi seseorang.
3) Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral
bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua

sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, biasanya tingkah laku cara

berbuat dan berbicara akan.d h.anak, dengan teladan ini melahirkan

gejala identifikast positif ya aan_d n dengan orang yang ditiru

ini penting se ntukan kepribadian.

4 . Dasarn Pendidikan 14/
) SNIVERSITAS|
a pakan basis yang sangat penting

b pada da : 0 akan

ial anak,

1 ya inimal-terdiri aya an anak-

aanak dapat"dipupuk
uh rasa

nénolong saudara

yenih-

: : t er@
tolongfic g otSnE@ug\ ;ﬂe’e};éelu
ata god ity, bersama-sama menjag S edamaian,
kebersihan dan keserasia uAllellJ&a‘{l

5) Peletakan Dasar-Dasar

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping

sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak

kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan

transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Berdasarkan kewajiban diatas maka dapat disimpulkan dengan adanya
kewajiban orang tua terhadap anak sehingga menjadi pedoman bagi orang tua

dalam memenuhi hak anak pasca perceraian.
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2.2 Kerangka Berpikir
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak mengatur hak-hak anak. Kehidupan rumah tangga terkadang tidak bisa
dipastikan baik-baik saja sehingga mengakibatkan tidak sedikit yang tak mampu
bertahan dalam gejolak rumah tangga memutuskan untuk bercerai. Orang tua yang
sudah memiliki anak tentu memiliki kewajiban terhadap anaknya terkhusus untuk
memenuhi hak anak. Hal itu di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan. Pasca perceraian tidak sedikit orang tua juga
melupakan kewajiban nya terhadap anaknya hal ini mengakibatkan anak banyak

yang terlantar dan memiliki gan al dan hak anak juga tidak terpenuhi

dengan baik. Dalamp

Perlindun%an Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

PN N | 4
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
\‘\%- | — ,y % ,p || &’, v 4 8

dan bemartisigasi secara optimal sesuai den%an harkat dan martabat
Q — — — — ’

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari _kekerasan dan
TN

A
or 35 Tahun !14 tentang

diskriminasi.
r 23 Tahun 2002 Tentang

2. Hak anak berdasar
Perubahan Atas Un
Perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak termasuk dalam
golongan masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, anak berhak
memperoleh perlakuan dan perlindngan lebih berkenaan dengan
kekhususannya tersebut.

3. Perceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian

merupakan terputusnya keluarga karana salah satu atau kedua pasangan
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memutuskan untuk slaing meninggalkan atau kedua berpisah sehingga
mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagi suami istri.

4. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga,
dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak
ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk
dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta
pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara
harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan

generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset

sumber daya manusia_yang dapat membantu membangun bangsa
dan negara.

5. 0

JivY

e
a adalah pria at dalam perk

aemik ? .t-né cbaga ?ahd i ak-anak

annya. Orang tua adalah dua } . yang b eda

1an dan siap

sama dengaﬁembawa pa an, kebiasaa ari-
paka nAnggung jaw, : : didikan

OO0

2535,

jawaban sementara ata

2.4 Hipotesis P en
Hip ggap benar
atas permasalah yang timbul; te u&l-ptllm tikan lagi. Tujuan ini dapat

diterima apalabila ada cukup data el ikannya. Dalam sistem berpikir

yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu
penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki, hipotesis
dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih
harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, sehingga berupa pemecahan
masalah untuk sementara waktu.
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan,
maka dapat dirumuskan hipotesis ini adalah :
1. Kewajiban orang tua terhadap anak terkhusus hak anak dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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2. Efektivitas Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak terhadap hak anak ternyata belum sesuai dalam hak

pasca perceraian.
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